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RINGKASAN

Tindak Pidana Perdagangan Orangafficking) adalah perbuatan yang
secara signifikan menjerumuskan jutaan korban kedaperbudakan, baik
perbudakan badaniah maupun rohaniah (sebagai alkbahya eksploitasi
seksual). Berbagai upaya dilakukan untuk mencegatjadinya korban
perdagangan orang, salah satu upaya dari negdehatengan diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang PemlasamtTindak Pidana
Perdagangan Orang. Meskipun telah diberlakukanyagaintetap saja undang-
undang tersebut belum efektif untuk memberantadagangan orang. Hal ini
dapat dibuktikan bahwa masih banyakya terjadi mgrdgan orang di Indonesia,
khususnya perdagangan perempuan dan anak. Disarntpirgpmpai saat ini
perlindungan terhadap korban perdagangan orangensmgl jarang diberikan.
Artinya, bahwa meskipun hak-hak korban telah diaetapi belum adanya
jaminan untuk memperolehnya, khususnya mengentiusss Oleh karena itu,
korban dalam tindak pidana perdagangan orang @etunya jaminan khusus
untuk mendapatkan haknya khususnya pada hak uneakperoleh restitusi dan
diharapkan korban langsung dari tindak pidana mgemigan orang bisa
mendapatkan perlindungan secara konkrit atau nyata.

Permasalahan yang penulis angkat dalam penulisgrsiski adalah apakah
hak korban untuk memperoleh restitusi telah dijamieh Undang-Undang
Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindin®iPerdagangan Orang
dan apakah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 gfemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan orang telah mencerminkan pemtyach terhadap korban
langsung.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk negagui, menganalisa dan
membahas permasalahan yang telah dirumuskan. Odebn& itu, dalam
menganalisa atau membahas permasalahan tersebutdipantu dengan suatu
metode yang digunakan, maka obyek telaah penudikapsi ini adalah hukum
normatif. Sedangkan, sumber bahan hukum yang digumadalah sumber bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu babkarh yang erat kaitannya

dengan bahan hukum primer.
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Hak untuk memperoleh restitusi dalam tindak pidpeedagangan orang
seolah-olah telah dijamin oleh Undang-undang No&brtahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, uatak memperoleh hak
tersebut harus dengan ketentuan dicantumkan daiatutan(requisitoir) sesuai
penjelasan Pasal 48 ayat (1), selain itu adanyayadietentuan pada Pasal 50
ayat (4) yang menyatakan bahwa “Jika pelaku tidaknpu membayar restitusi,
maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti gddéima 1 (satu) tahun”. Hal
ini berarti memberikan keringanan terhadap pelakusksnya terhadap pelaku
korporasi dalam kewajiban memberikan restitusi. g@2@ndemikian hal tersebut
semakin memperlemah pihak korban untuk memperastitusi, sehingga hak
untuk memperoleh restitusi dengan apa yang terimghtasi dalam Undang-
undang tersebut belum menjamin adanya perlinduteygiadap korban. Undang-
undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasdakl Pidana Perdagangan
Orang belum mencerminkan perlindungan terhadap akordangsung(actual
victim), hal ini dikarenakan hak untuk memperoleh restiediim dijamin. Selain
itu berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang N@hdaahun 2007 undang-
undang tersebut menjelaskan tentang adanya syatak umelakukan Tindak
Pidana Perdagangan Orang yaitu dengan adanyaakekgradahal tidak semua
tindak pidana perdagangan orang dilakukan denganyadkekerasan. Dengan
demikian Formulasi tersebut mempersulit dalam hahgenaannya terhadap
pelaku korporasi, oleh karena itu undang-undangeberit belum mencerminkan
perlindungan terhadap korban langsacfual victim).

Apabila terpidana berada dalam kondisi tidak man(secara ekonomi)
maka idealnya dalam Undang-undang Nomor 21 tahu®7 2@entang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orangusesfiganti dengan
kompensasi (pemberian ganti kerugian yang diberikdgh negara kepada
korban). Selain itu, seharusnya Legislator melakukzerubahan terhadap
formulasi dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2@®difahg Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana dalam geanbformulasi tersebut
harus diatur lebih jelas, lengkap dan disertai saypéing tegas mengenai pelaku
korporasi sehingga dalam memberikan perlindungamatiap korban langsung

dapat terwujud.
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